kPEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JI. Awang Long No.1 Kota Bontang
Telp. (0548) 26606 Fax. ( 0548 ) 29007 Website : disdukcapil.bontangkota.go.id

Bontang, 27 September 2022

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kota Bontang
Cq. Kabag Hukum Kota Bontang
di-

Bontang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 472.12/ 65 % /DKPS.4

No. Uraian Banyaknya Keterangan
1. | SK Tim Pelaksana Pelayanan 1 (satu) | Demikian
Pencatatan Akta Kematian di Kelurahan rangkap | disampaikan untuk
dapat ditindaklanjuti.

A.n. Kepala Dinas,

72 % |_ Pencatatan Sipil
‘ Aha) =

NIP. 197107182002121006




WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PENCATATAN AKTA

Menimbang

Mengingat

KEMATIAN DI KELURAHAN
WALI KOTA BONTANG

bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan akta
kematian yang dilaksanakan melalui pelaporan kematian di
Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Pelaporan Kematian di Kelurahan;

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5373);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018

tentang Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498).

Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor
470/5089/DKP3A-11/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang
Percepatan Kepemilikan Akta Kematian.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Pencatatan Akta Kematian di
Kelurahan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

a.

Pengarah, mempunyai tugas mengarahkan tim pelaksana
pelayanan pencatatan akta kematian di kelurahan;

. Penanggung Jawab, mempunyai tugas bertanggung jawab atas

pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kematian di kelurahan;

Ketua, mempunyai tugas memutuskan kebijakan dalam
pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kematian di kelurahan;

Sekretaris, = mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan
kesekretariatan tim pelaksana pelayanan pencatatan akta
kematian di kelurahan;

Koordinator, mempunyai tugas mengatur pelaksanaan pelayanan
pencatatan akta kematian di kelurahan;

Supervisi, mempunyai tugas:

1. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan akta kematian di kelurahan;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

. memeriksa dokumen terkait pelaksanaan pelaporan kematian

di kelurahan yang terdiri atas formulir akta kematian (F2.01),
daftar persyaratan pendaftaran pencatatan akta kematian, dan
mekanisme pemrosesan akta kematian;

. memantau tim administrasi pelayanan akta kematian di

kelurahan;

. menyusun Laporan Penerbitan Akta Kematian per bulan dan

dikirimkan ke kelurahan; serta

. melaporkan kegiatan pelayanan akta kematian kepada Ketua

tim;

. Tim Administrasi, mempunyai tugas:

1. menerima dan/atau mencari informasi terkait peristiwa

kematian warga di kelurahan masing-masing;

. memberikan informasi alur permohonan akta kematian

kepada keluarga warga yang meninggal melalui Ketua Rukun
Tetangga;

. mengumpulkan berkas permohonan pendaftaran akta

kematian warga secara kolektif;

. membuat surat pengantar dan/atau surat tanda terima untuk

berkas permohonan akta kematian warga; dan

. menyerahkan berkas permohonan akta kematian warga

kepada petugas Disdukcapil.

Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada
Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Daerah;

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bontang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal September 2022
WALI KOTA BONTANG,

BASRI RASE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Yang Bersangkutan




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PELAYANAN PENCATATAN AKTA
KEMATIAN DI KELURAHAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PELAYANAN PENCATATAN AKTA
KEMATIAN DI KELURAHAN

Pengarah

Pengganggung Jawab :

Ketua

Sekretaris

Koordinator

Supervisi

Tim Administrasi

1. Wali Kota Bontang
2. Wakil Wali Kota Bontang

Sekretaris Daerah

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bontang

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

Analis Kebijakan Ahli Muda / Subkoordinator Kelahiran
dan Kematian

Haisah (Kelurahan Gunung Telihan)

Azhar (Kelurahan Loktuan)

Edy Junaidi (Kelurahan Bontang Kuala)

Kurniawan Pamungkas (Kelurahan Tanjung Laut)

Bau Aisyah Maswali, A.Md. (Kelurahan Berbas Pantai)
Syahroddin (Kelurahan Api-api)

Syukur (Kelurahan Satimpo)

Nabillah Amaliah Putri (Kelurahan Gunung Elai)
Sabariah (Kelurahan Guntung)

10. Jumiati (Kelurahan Tanjung Laut Indah)

11. Nur Wulan Rachmatya (Kelurahan Bontang Baru)

12. Suriani (Kelurahan Bontang Lestari)

13. Fadelan (Kelurahan Belimbing)

14. Alfrida Rongrean (Kelurahan Kanaan)

15. Andi Pebriani Kusuma Putri (Kelurahan Berbas
Tengah)

M oghisE N B W

PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL WALI KOTA BONTANG

BASRI RASE

No Nama Jabatan Paraf
1 H. Budiman, S.Sos. gﬁ:’ia //’l{
2 | Hj. Masliani, S.Sos, M.Si Sekretaris M]

3 | Syamsu Wardi, S.Pi. g::fasile" \%

4 | R.A Anita Puspita Sari, S.Kom Qgg:;:kan Qf"




